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Kehadiran Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menuai 
banyak kritik bahkan demonstrasi yang anarkis. Seperti penolakan yang terjadi di 
Yogyakarta dan Jakarta mengakibatkan perusakan beberapa fasilitas umum, 
diantaranya pembakaran halte dan perusakan gedung pemerintahan. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang 
berbuat anarkis perspektif fiqih jināyah.  
Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), 
sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti 
buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (analyticalapproach). 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (analisis content). Sumber 
data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang fiqih 
jināyah dan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan 
menyampaikan pendapat. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa aparat dalam melakukan 
pengamanan dan penanganan terhadap masa demonstrasi belum sesuai dengan 
Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengendalian Masa” 
yang sering disebut dengan Protap Dalmas dan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 
2008 tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan 
Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum”. Dalam perspektif 
fiqih jinayah, pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis masuk kedalam jarimah 
ta’zyr, pelaku demonstrasi dalam aksinya dikenakan sanksi pidana yang berkaitan 
dengan keamanan umum, karena sudah memenuhi Rukun Syari, Rukun 
maddi,dan Rukun adabi. Apabila pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis telah 
memenuhi rukun, maka hukuman terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat 
anarkis adalah hukuman ta’zyr. 
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A. Latar Belakang  
Pasal 1 ayat 1 (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah 
Negara hukum”.
 1
  Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya kebebasan 
berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan perlindungan 
terhadap Hak asasi Manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam 
bidang politik, social, ekonomi dan budaya. Seperti diketahui, Hukum adalah 
kaidah atau norma yang bersifat memaksa dan mengikat, setiap individu dan 
yang melanggarnya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang 
dilakukan. Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini. 
Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Pada 
dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam 
masyarakat itu sendiri.
2
 Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum 
sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya 
mempunyai hubungan timbal balik.3 
Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang 
satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan Negara agar 
segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum dan 
keadilan di dalam masyarakat kepastian hukum menghendaki adanya 
perumusan kaidah-kaidah dalam peraturan perUndang-Undangan itu harus 
                                                             
1
Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 
2  Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai 
Pancasila”, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol.1., No.1., 2018, hlm. 53. 
3
Teguh Prasetyo dan AAbdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Yogyakarta: 





dilaksanakan dengan tegas.Setiap negara yang menyatakan diri sebagai negara 
hukum, maka harus memenuhi segala persyaratan sebagai sebuah negara 
hukum. Yakni mengakui dan melindungi hak serta kewajiban setiap warga 
negaranya.4 
Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan 
Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia telah mendapatkan 
jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Maka 
hak-hak asasi ini tak lepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik di pihak 
pemegang kekuasaan maupun pihak pendukung hak asasi itu sendiri. 
Kebebasan merupakan syarat untuk mencapai hak. Maka pasti timbul 
persoalan, sejauh mana kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan 
untuk memberikan kebebasan warganya dalam mencapai haknya itu, dan 
sejauh mana pula kewajiban si pendukung hak asasi itu untuk 
mempertanggung jawabkan pelaksanaan haknya, sesuai dengan asas-asas dan 
norma-norma hukum yang telah disepakati bersama.5Salah satu hak dari warga 
Negara adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Pentingnya kebebasan 
berpendapat di muka umum baik lisan maupun tulisan serta kebebasan untuk 
berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin 
dan dipenuhi oleh negara. 6  Kemerdekaan setiap warga negara untuk 
                                                             
4
Muhammad Syukur, “Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota 
Makassar Tahun 2011-2014”, Skripsi  (Makassar: UIN ALAUDDIN, 2017), hlm. 2. 
5
Padmo Wahjono, Beberapa Masalah Ketata Negaraan di Indonesia (Jakarta : CV 
Rajawali,1984), hlm . 60. 
6
 Muhammad Syukur, “Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota 





menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi 
dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.7 
Beberapa konsep tentang Demokrasi diantaranya Demokrasi 
Konstitusional, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi 
Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional, dan 
sebgainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal 
kata berarti rakyat berkuasa atau government of the people (kata Yunani 
demos berarti rakyat, kratos / kratein berarti kekuasaan). Indonesia menganut 
sistem demokrasi dalam sistem pemerintahanya, terlepas dari kritik-kritik 
dengan demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam 
suatu negara dianggap berada di tangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan 
itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk 
kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.8  
Pilihan demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia sudah ditentukan 
pada masa kemerdekaan dan sampai saat ini demokrasi masih dijadikan 
sebagai satu-satunya sistem yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. 
Demokrasi yang dikembangkan pada masa orde lama, orde baru, sampai 
reformasi mempunyai versinya masing-masing. Ketika pada masa 
pemerintahan orde baru, demokrasi belum berjalan dengan baik. Terlihat 
misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, 
kebebasan pers maupun kebebasan dalam organisasi belum sepenuhnya dapat 
                                                             
7
 Agryan Pikarsa, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa 
Oleh Anggota Polri”, Skripsi ( Universitas Hasanuddin Makasar), 2012, hlm. 1. 
8
 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitualisme Indonesia (Yogyakarta : Sinar Grafika, 





dijalankan oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Pasca tumbangnya orde baru 
membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokrasi di Indonesia. 
Demokrasi di Indonesia dinilai mulai mengalami perubahan dan kemajuan 
oleh para aktivis terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan menyatakan 
pendapat. Hampir semua aktivis sepakat bahwa kebebasan menyatakan 
pendapat di era reformasi jauh lebih baik dari masa sebelumnya terutama orde 
baru. Akan tetapi problematikanya adalah semakin banyak ormas LSM 
organisasi kampus dan yang lainnya menggunakan kebebasan menyatakan 
pendapat ini dengan jalur demonstrasi dalam menyalurkan pendapat mereka 
untuk mengkritik kinerja pemerintah.9 
Memang dalam iklim demokrasi, pilihan demonstrasi itu wajar untuk 
mengungkapkan aspirasi karena landasan negara demokratis adalah 
kebebasan. 10  Salah satu kebebasan itu ialah kebebasan berbicara dan 
menyatakan pendapat (freedom of speech), kebebasan beragama (freedom of 
religion) dan kebebasan untuk memilih presiden. Kebebasan-kebebasan 
tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi. 11   Dalam tatanan 
pembenahan instrument maupun tatanan operasional, Polri telah melakukan 
upaya-upaya untuk meredam keganasan unjuk rasa yang bersifat anarkis. 
Sehingga tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian 
unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang “Pedoman 
Pengendalian Masa” yang sering disebut dengan Protap Dalmas, guna 
                                                             
9
 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2008), hlm. 134. 
10
 Diane Revitch, Demokrasi Klasik dan Modern  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2005), hlm. 13. 
11





menyelaraskan prosedur dan tindakan setiap satuan Polri dalam 
menanggulangi unjuk rasa. 12  Selain itu, pada tahun 2008 Polri juga 
mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang “Tata Cara 
Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara 
Penyampaian Pendapat Di Muka Umum”.13  
Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulanganan 
serta tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa 
yang telah dikeluarkan oleh Kapolri tersebut, namun dalam praktek 
penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta  serta pengendalian masa 
unjuk rasa. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan 
pengamanan dan meredam aksi masa , melainkan anggota kepolisian juga 
tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut 
menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, 
membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan 
penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya 
dan memukul.
14 
Dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, 
Drs. Adami Chazawi, S. H mengutip defenisi yang dikemukakan oleh 
Satochid Kertanegara yang menyatakan bahwa penganiayaan diartikan sebagai 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) 
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 Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa. 
13
 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan 
Pengamanan DanPenanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. 
14
 Agryan Pikarsa, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa 





atau luka (letsel) pada tubuh orang lain.15 Berdasarkan defenisi tersebut, maka 
dapat disimpulkan bahwa kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh 
anggota kepolisian dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah tindakan yang 
melawan hukum. Penggunaan kekerasan dalam penanggulangan demonstrasi 
juga jelas tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Protap Dalmas maupun 
Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008, namun anggota kepolisian melakukan 
penangkapan dengan menggunakan kekerasan tersebut dengan dalih 
menerapkan upaya paksa. Dalam Pasal 24 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008, 
ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus dihindari adanya 
tindakan yang kontra produktif seperti membalas melempar pelaku, mengejar 
dan menangkap dengan kasar, menganiaya, dan memukul, serta tindakan 
aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, dan pelanggaran 
HAM. 16  Selain itu dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf (d), Peraturan Kapolri 
Nomor 8 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya stiap 
petugas/anggota Polri dilarang melakukan penghukuman dan/atau perlakuan 
yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia.17 Pasal 11 Ayat (2) 
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Anggota Polri 
yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan 
sesuai dengan kode etik profesi kepolisian,  disiplin dan hukum yang 
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 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2010), hlm. 10. 
16
 Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan 
Pelayanan Pengamanan DanPenanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. 
17
 Pasal 11 Ayat (1) huruf (d) Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi 






berlaku. 18  Selain aturan tersebut, dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 9 
tahun 1998, dinyatakan bahwa kewajiban tanggung jawab aparat negara dalam 
melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum 
adalah19 : 
1. Melindungi hak asasi manusia  
2. Menghargai asas legalitas  
3. Menghargai prinsip praduga tak bersalah dan, 
4. Menyelenggarakan pengamanan. 
Dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyatakan Pendapat  Dimuka Umum sedikit sekali aturan pasal yang 
mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam unjuk rasa atau 
demonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah mengartikan 
dan menterjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran, 
seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi 
unjuk rasa atau demonstrasi.20 Di sisi lain, aparat terkesan memberikan aksi-
aksi anarkis tersebut, misalnya pada aksi penolakan revisi UU KPK dan RUU 
KUHP pada tanggal 26 september 2019.  
Dalam wacana Islam, protesters (demonstrasi) disebut muzhaharah, 
Yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan. Demonstrasi 
merupakan sebuah sarana atau sangat terkait dengan tujuan digunakannya 
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 Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi 
Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggarakan Tugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
19
 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat di Muka Umum. 
20
 Muhamad Anwar, “Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 





sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya 
pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan untuk 
mencuri. Sehingga niat atau motivasi sangat menentukan hukum demonstrasi. 
Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat 
kepada seluruh warga Negara Islam dengan syarat bahwa hal itu digunakan 
untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan keburukan 
karena itu prinsip kebebasan dijamin syarat bahwa kebebasan kebebasan 
yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, kebebasan dari 
perbudakan kebebasan dari kekurangan kebebasan dari rasa takut kebebasan 
dari penganiayaan dan kebebasan menyatakan pendapat.
21
 
Sejarah pemerintahan Islam juga telah menunjukkan tentang adanya 
mu ’araḍah atau melakukan kritik terhadap pemerintah. Abu Bakar secara 
terbuka dan di hadapan umum mengatakan, “bila aku berlaku baik bantulah 
aku. Akan tetapi bila aku berbuat salah, bawalah aku ke jalan yang benar. 
Kebenaran adalah suci, dan kesalahan adalah pengkhianatan”. Pada saat 
pelantikan, di hadapan umum, Umar bin Khattab meminta agar menegur Umar 
jika melakukan penyimpangan. Kemudian salah seorang yang hadir, tampil 
sambil menghunus pedang seraya mengatakan, “Jika aku melihat 
penyimpangan yang dilakukan Umar, aku akan meluruskannya dengan pedang 
ini”. Mendengar itu Umar tidak marah justru mengucapkan Alḥamdulillah.22 
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 Muhamad Anwar, “Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 
(Perspektif Hukum Islam)”, hlm. 3. 
22
 Ridwan HR, Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan (Yogyakarta: FH UII 





Istilah Muḍaharah didefinisikan sebagai aksi sekelompok masyarakakt 
di tempat-tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang 
menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya. Dalam pengertian ini 
juga ditambahkan Muḍaharah tersebut biasanya diwarnai dengan aksi 
perusakan dan anarkis.23 
Kegiatan dari aksi perusakan dan anarkis dapat dijatuhkan sanksi 
pidana bagi pelakunya. Islam mengatur tentang sanksi pidana tersebut dalam 
fiqih jināyah. 
Abd al-Qadir Awdah mendefinisikan jināyah adalah perbuatan yang 
dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau 
lainya.24 Objek utama kajian fiqih jināyah meliputi 3 masalah pokok, yaitu 
sebagai berikut:  
1. Jarīmah Qiṣaṣ  
Jarīmah Qiṣaṣ yaitu hukuman yang berupa pembalasan setimpal,
25
 
nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.26 
Jarīmah Qiṣaṣ terdiri atas Jarīmah pembunuhan dan Jarīmah 
penganiayaan.27 
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 Abdul Basit Atamimi, “Demonstrasi dalam Kajian Islam”, An-Nufus, Vol.1., No.1., 
2019, hlm. 61. 
24
  Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam 
Hukum Islam (Palembang: CV.Amanah, 2020), hlm.53. 
25
 Hariyanto, Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: 
Mahameru Press, 2017), hlm. 70 
26
  Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah  (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.4. 
27





2. Jarīmah Ḥudūd 
Jarīmah Ḥudūd yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan 
ancaman hukumanya ditentukan oleh nash.
28
 Sanksi yang telah ditentukan 
dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu 
pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka 
memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya. 29 
Jarīmah Ḥudūd yang terdiri atas Jarīmah zina, Jarīmah qadzf, Jarīmah 
syurb al khamr, Jarīmah al baghyu, Jarīmah al riddah, Jarīmah al sariqah, 
Jarīmah al hirabah.30 
3. Jarīmah Ta’zyr 
Jarīmah Ta ’zyr yaitu hukuman ganti31 semua jenis tindak pidana 
yang tidak secar tegas diatur oleh al-Qur‟an atau Hadiṡ. 32 Menurut 
penjelasan diatas penulis menggolongkan aksi perusakan dan anarkis dalam 
Jarīmah Ta’zyr. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih jauh lagi tentang “Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi 
Yang Berbuat Anarkis Perspektif Fiqih jināyah (Telaah Demonstran 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)”. 
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 Hariyanto, Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, hlm. 69 
29
  Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, hlm. 4. 
30
  Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, hlm. 3. 
31
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B. Definisi Operasional 
1. Hukum 
Kata hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peraturan 
atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dan untuk mengatur 
pergaulan hidup masyarakat.
33
 E. Utrecht memberikan devinisi hukum 
dalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” menjelaskan 
bahwa34: 
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan 
larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu 
masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang 
bersangkutan, oleh karena pelanggaran pentujuk hidup tersebut 
dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. 
 
Hukum yang penulis maksud disini upaya hukum atau norma 
sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara terutama 
dalam ketertiban bernegara. 
2. Pelaku Demonstrasi yang Berbuat Anarkis 
Pelaku menurut KBBI yaitu orang yang melakukan suatu 
perbuatan.35 Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau 
lebih untuk mengeluarkan pikiran.36  Anarkis lebih memiliki arti sebagai 
tindakan kekacauan ataupun perbuatan pengrusakan.37 
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 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampalkan Pendapat Di Muka Umum. 
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Pelaku Demonstrasi yang penulis maksud yaitu orang yang 
menyampaikan pendapat dimuka umum. Berbuat anarkis yang penulis 
maksud yaitu tindakan pengerusakan yang merugikan. 
3. Perspektif Fiqih jināyah 
Jināyah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau 
tindak pidana. 38  Fiqih jināyah yang penulis maksud yaitu digunakan 
sebagai pisau analisis terhadap penjatuhan hukuman kepada para pelaku 
demontrasi yang berbuat anarkis. Disini, penulis lebih menggolongkan 
tindakan anarkis ini dalam Jarīmah Ta’zyr. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis 
perspektif  fiqih jināyah? 
2. Bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis di 
Indonesia? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Sebagaimana yang dinyatakan pada rumusan masalah di atas, 
penelitian ini ditujukan untuk beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis 
yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang 




                                                             
38
 Muhammad Rizal Fahmi, “Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang 
Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah”, al- Jinayah: Jurnal Hukum 





E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini yaitu teoritis dan 
praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Untuk dapat mengetahui dan memperkaya ilmu pengetahuan 
tentang hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis 
perspektif fiqih jināyah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara 
informatif tentang penyampaian pendapat di depan umum sesuai 
dengan peraturan. 
b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi 
kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum 
tentang hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis 
perspektif fiqih jināyah. 
 
F. Kajian Pustaka 
Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penullis, sudah ada 
beberapa karya tulis berupa skripsi, tesis, artikel, jurnal, dan semacamnya 
yang membahas mengenai aksi anarkis demonstrasi. Namun sejauh ini belum 
ada karya tulis yang membahas mengenai Hukum Terhadap Pelaku 
Demonstrasi Yang Berbuat Anarkis prespektif Fiqih jināyah.. Berdasarkan 





terdapat beberapa teori sebagai turning point dan penelitian terdahulu yang 
memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan. 
Muhammad Syukur, Tinjauan Terhadap Anarkis Unjuk Rasa 
Mahasiswa Di Kota Makassar Tahun 2011-2014. Skripsi S1 fakultas syariah 
dan hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.39 
Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu 
sama-sama tentang aksi anarkis unjuk rasa atau demonstrasi. Perbedaannya 
skripsi karya Muhammdad Syukur menggunakan metode penelitian lapangan 
tentang unjuk rasa mahasiswa di kota Makassar tahun 2011-2014, sedangkan 
penelitian yang digunakan penulis itu menggunakan jenis penelitian pustaka 
dan berfokus pada hukum terhadap pelaku domonstrasi yang berbuar anarkis 
perspektif fiqih jināyah.. 
Azwar Jayanegara. B, Analis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis 
pengrusakan (Studi Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/Pn.MKS). Skripsi 
S1 fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
2016.40 
Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu 
sama-sama tentang aksi anarkis unjuk rasa atau demonstrasi. Perbedaanya 
skripsi karya Azwar Jayanegara. B menggunakan metode penelitian studi 
kasus terhadap putusan No. 1613/PID.B/2015/Pn.MKS, sedangkan penelitian 
yang digunakan penulis itu menggunakan jenis penelitian pustaka dan 
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berfokus pada hukum terhadap pelaku domonstrasi yang berbuat anarkis 
perspektif fiqih jināyah. 
 
G. Motode Penelitian 
1.  Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi 
dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.41. 
Sesuai dengan jenisnya, model penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada 
prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala 
yang ada dalam kehidupan manusia.42 Dari pengertian diatas maka penulis 
akan mendeskripsikan setiap hasil penelitian baik itu berupa temuan 
masalah beserta hasil analisis yang penulis lakukan terhadap hukuman 
pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari 
sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.43 Data 
primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 
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1) Buku Karya Abdul Qadir Audah yang berjudul At-tasyri‟al-jina‟i al-
Islami. 
2) Buku Karya Wahbah Az-Zuhali yang berjudul Fiqih Islam Wa 
Adillatuhu 
3) Buku Karya Hariyanto yang berjudul Hak Asasi Manusia dan 
Hukum Pidana Islam. 
b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung 
data-data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku-buku, 
artikel, jurnal, surat kabar maupun karya ilmiah lain yang berkaitan 
dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 
ini berupa: 
1) Jurnal akademik mengenai konsep hukum pidana tentang anarkis 
Demonstrasi di Indonesia 
2) Jurnal akademik mengenai konsep fiqih jināyah terhadap aksi 
demonstrasi anarkis 
3) Jurnal ilmiah mengenai menyampaikan pendapat dimuka umum  
4) Buku-buku, artikel ilmiah maupun jurnal akademik yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analitis 
(analyticalapproach). Maksud dari pendekatan analitis yaitu melakukan 





makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan 
Per Undang-Undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui 
penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan 
melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh 
makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. 
Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui 
analisis terhadap putusan-putusan hukum.44  
4. Metode Pengumpulan Data  
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode 
dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu proses dalam 
mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. 
Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, 
melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan 
mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, 
buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan yang 
berkaitan dengan penelitian ini.45  
5. Analisis Data 
Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya mengolah data 
dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut untuk diambil 
kesimpulan. Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan 
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tindakan/interaksi untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian. 46 
Sedangkan data adalah unsur atau komponen utama dalam melaksanakan 
riset (penelitian).47  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis isi (content 
analysis). Content Analisys diartikan sebagai analisis kajian isi, yaitu teknik 
untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang 
dilakukan secara obyektif dan sistematis.48 
 
H. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian 
secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam 
penelitian ini dalam empat (4) bab dengan beberapa sub bab. Adapun 
sistematika pembahasannya sebagai berikut: 
BAB I berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca 
agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini  terdiri dari 
delapan pembahasan. Pertama, latar belakang masalah yang berisi masalah 
dan alasan adanya penelitian. Kedua, definisi operasional yang merupakan 
penegasan terhadap istilah yang akan digunakan didalam penelitian ini agar 
pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. Ketiga, rumusan masalah, yang 
merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan 
fokus penelitian. Keempat, tujuan penelitian, yakni maksud dari penelitian ini 
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dilaksanakan. Kelima, manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat 
diberikan dengan adanya penelitian ini. Keenam, telaah pustaka, berisi tentang 
penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan 
dengan objek penelitian. Ketujuh, metode penelitian, merupakan langkah-
langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan 
dengan tema dalam menganalisis data. Kedelapan, sistematika pembahasan, 
adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara 
ssitematis tentang penelitian ini.  
BAB II Tinjauan Pustaka, akan dijelaskan tinjauan umum tentang 
hukum, aksi demonstrasi, aksi anarkis, demonstrasi dalam Islam, dan fiqih 
jināyah. 
BAB III Analisis dan Pembahasan, membahas tentang hukum terhadap 
pelaku demonstrasi anarkis perspektif fiqih jināyah. 
BAB IV Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan 







Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyatakan Pendapat  Dimuka Umum sedikit sekali aturan pasal yang 
mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam unjuk rasa atau 
demonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah 
mengartikan dan menterjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh 
para demonstran, seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja 
terjadi dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Dalam tatanan 
pembenahan instrument maupun tatanan operasional, Polri telah 
melakukan upaya-upaya untuk meredam keganasan unjuk rasa yang 
bersifat anarkis. Sehingga tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan 
tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No.16 Tahun 
2006 tentang “Pedoman Pengendalian Masa” yang sering disebut dengan 
Protap Dalmas, guna menyelaraskan prosedur dan tindakan setiap satuan 
Polri dalam menanggulangi unjuk rasa. Selain itu, pada tahun 2008 Polri 
juga mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang “Tata 
Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara 





Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan 
pengamanan dan meredam aksi masa , Melainkan anggota kepolisian juga 
tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut 
menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, 
membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan 
penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya 
dan memukul. Penggunaan kekerasan dalam penanggulangan demonstrasi 
juga jelas tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Protap Dalmas maupun 
Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008, namun anggota kepolisian 
melakukan penangkapan dengan menggunakan kekerasan tersebut dengan 
dalih menerapkan upaya paksa. Dalam Pasal 24 Perkapolri Nomor 9 
Tahun 2008, ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus 
dihindari adanya tindakan yang kontra produktif seperti membalas 
melempar pelaku, mengejar dan menangkap dengan kasar, menganiaya, 
dan memukul, serta tindakan aparat yang melakukan kekerasan, 
penganiayaan, pelecehan, dan pelanggaran HAM.  
2. Dalam perspektif Fiqih Jināyah, pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis 
masuk kedalam Jarīmah ta’zyr, pelaku demonstrasi dalam aksinya 
dikenakan sanksi pidana, karena sudah memenuhi unsur. Pertama, Rukun 
Syari : Adanya Nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan 
mengecamnya dengan hukuman. Kedua, Rukun maddi : Adanya tingkah 
laku yang membentuk tindak pidana (Jarīmah), baik berupa perbuatan 





dilakukan demonstran, pengrusakan terhadap fasilitas umum, hal tersebut 
termasuk perbuatan buruk dan merugikan orang lain. Ketiga, Rukun adabi : 
Yaitu bahwa demonstran adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang 
dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. 
Pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis telah memenuhi rukun, maka 
dari keterangan penulis diatas, maka dapat disimpulkan hukuman terhadap 
pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis adalah hukuman ta’zyr yang 
berkaitan dengan keamanan umum.. 
 
B. SARAN  
Dalam penelitian yang terfokus kepada hukum pelaku demonstrasi 
yang berbuat anarkis, peneliti kepada pemerintah diharapkan lebih jelas dan 
detail dalam membuat peraturan. Dalam pembahsan di atas pelaku demointrasi 
seharusnya mendapatkan pengamanan dan penanganan dari aparat supaya bisa 
meredakan tindakan anarkis demonstrasi yang berbuat anarkis bukan malah 
memberikan perlawanan kepada demontrasi, meskipun sudah ada peraturan 
yang membahas tentang demontrasi tetapi kurang lengkap apabila tidak ada 
peraturan yang pasti untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku demonstrasi 
yang berbuat anarkis. Kemudian dalam menjatuhkan hukuman terhadap 
pelaku  sebaiknya benar-benar memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang 
terdapat dalam Pasal yang menjerat pelaku, sehingga penerapan pasal dan 







C. KATA PENUTUP 
Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah 
SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap 
saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini 
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